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BAB 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Salah satu produk dari desentralisasi adalah pembentukan pemekaran
daerah baru dimana, adalah upaya dari pemerintah mempercepat proses
demokrasi, birokrasi, HamaiMfitrst yang semakin. dekat dengan masyarakat.
Setali tiga uang dengan proses tersebut -memunculkan banyak dinamika dan
persoalan dalam prosesnya. Akan tetapi, dalam proses pemeckaran banyak
menghadapi hambatan dan tantangan yang harus dihadapi oleh daerah. Faktor
penghambat yang terjadi di banyak kasus pemekaran daerah antara lain, aspek
politik adanya kepentingan poliﬁk antara pemerintah daerah dengan panitia
pemekaran, kedua syarat administrasi yang tidak lengkap, ketiga kebijakan

moratorium dan banyak faktor lain yang menghambat pemekaran.

Tidak mengherankan jika masih banyak daerah yang menginginkan
pemekaran atau membentuk aa(;rah baru, na;nlin ter‘ganjal-. oleh beberapa hal
seperti yang dijelaskan di atas. Sama halnya dengan Nagari Persiapan Koto Tinggi
Maek yang ingin memisahkan diri dari nagari induk (Maek) untuk membentuk
nagari baru dengan tujuan memberikan pelayanan administratif yang baik kepada
masyarakat. Akan tetapi, usaha dalam memekarkan Nagari Persiapan Koto Tinggi

Macek tersebut gagal.
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Penelitian ini menemukan kegagalan pemekaran Nagari Persiapan Koto
Tinggi Maek menjadi nagari defenitif, yang menginginkan lepas dari nagari induk
Mack disebabkan oleh dua indikator yang sesuai dengan teori desentralisasi yaitu
(1) Aspek pokitis dalam proses pemekaran terkait dengan Inkonsistensi Aktor
Birokrasi yaitu kurangnya komunikasi dan koordinasi yang lemah, Keterbatasan
Anggaran Dalam Proses Pemekaran, faktor kekalahan bupati periode 2016-2021
serta adanya sikap pro dan kontra _pemekaran. (2) Misinterpretasi Peraturan
Perundang-Undangan Tentang : ijlesé (p;e.r.néi{.a:irjah) - menjelaskan  tentang
Ketidakpahaman stakeholder dalam menginterpretasi peraturan perundangan-
undangan atau regulasi yang berlaku terkait pemekaran salah satunya aturan
mengenai batas wilayah yang tertuang dalam undang-undang dan permendagri
serta aturan bupati yang tidak menjelaskan secara detail batas wilayah mana yang

menjadi persyaratan pemekaran.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti mengenai
analisis kegagalan, pemekaran _Ngga_\ri Persiapan Koto Tinggj Maek, Kecamatan
Bukik Barisan, Kabubaten Lima Puluh Kota serta anélisis dari hasil temuan di
lapangan dan kesimpulan yang peneliti sampaikan di atas, maka terdapat beberapa

saran dari peneliti sebagai berikut:



1.
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6.2.1 Saran Akademis

Pada penelitian ini melihat pada aspek kapasitas regulasi mengenai tapal
batas atau batas wilayah, untuk penelitian selanjutnya bisa menekankan pada
aspek kapasitas regulasi lainya seperti masalah jumlah penduduk, batas usia
desa/nagari atau kabupaten/kota maupun provinsi.

Berdasarkan lima indikator yang peneliti gunakan dalam penelitian ini
menurut Rozaki ada ti,ga_l Jindikatot yang bclu_r;r_;-:_t_g:rjawab, maka dari itu untuk
penelitian selanjutnya dapat menjawab dan mempeﬁegas pada dua indikator
lainya yaitu kapasitas responsif, kapasitas distributif dan kapasitas ekstraksi
secara mendalam terkait masalah pemekaran daerah.

Pada penelitian ini membahas mengenai kapasitas jaringan akan tetapi belum
membahas = secara detail,” untuk penelitian selanjutnya diharapkan
menjelaskan lebih mendalam terkait proses pemekaran dengan menggunakan

indikator kapasitas jaringan.

18.2.2 Saran Praktis

Penelitian ini berfokus kepada menjelaékan ~faktor-faktor kegagalan
pemekaran Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek, Kecamatan Bukik Barisan,
Kabupaten Lima Puluh Kota serta mendeskripsikan fenomena tersebut
terjadi. Ada permasalahan yang lebih menarik dalam penelitian ini yaitu
kapasitas regulasi maka kemudian penelitian menyarankan kepada pembuat
kebijakan terkait lebih menegaskan lagi terkait aturan tersebut lebih

dipertegas lagi agar tidak multitafsir atau multi-interpretasi.
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Pada penelitian ini salah satu faktor kegagalan pemekaran Nagari Persiapan
koto Tinggi Maek ialah pada aspek politik yang hanya peneliti jelaskan secara
umum. Untuk penelitian selanjutnya lebih menggali aspek politik terkait
kegagalan pemekaran baik, di Nagari, Kabupaten, maupun Provinsi.
Pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota selaku pihak penyelenggara
dan ikut terlibat dalam proses pemekaran masih memiliki catatan dalam
kemandirian nagari. Pihak Pem_da .seharusnya lebih ketat dan teliti dalam
melihat persyarataﬁ' pemekaran Il)ada..latu.r.a.n. yang berlaku agar tidak terjadi
kesalahan yang sama terkait batas wilayah yang tidak jelas disampaikan
kepada nagari selaku yang ingin melakukan pemekaran. Kemudian
Pemerintah Daerah juga berperan dalam mengarahkan, membimbing, dan
mengembangkan pra, atau pada saat proses pemekaran hingga menjadi nagari
otonom baru. Pemda juga harus terbuka terkait anggaran dalam proses
pemekaran.

Pemerintah Nagari Maek seharusnya lebih kompak, lebih solid dalam
memperjuangkan pemekaran Nagari Persiapan Koto Tinggi Maek. Nagari
Maek selaku ﬁagari induk..il;ut: memb.an.tu: dan membinat serta membimbing
selama menjadi nagari persiapan. Pada pemerintah Nagari Persiapan Koto
Tinggi, semua aktor-aktor yang terlibat di daerah tersebut tidak saling

meninggalkan ~ satu  sama  lain,  meningkatkan  kerja = sama.



